PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 110 TAHUN 2007
TENTANG
DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI DAN
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40, Pasal 42, Pasa 43, dan Pasa 46 Peraturan
Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana perimbangan, Pemerintah telah melakukan
perumusan formula dan penghitungan Dana Alokas Umum Daerah Proving dan
Kabupaten/K ota Tahun 2008;

bahwa perumusan formula dan penghitungan Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud
pada huruf a dilakukan dengan memperhatikan hasil Rapat Kerja Panitia Anggaran Dewan
Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah dalam pembahasan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2008 padatanggal 8 Oktober 2007,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta
untuk memenuhi ketentuan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan, Dana Alokas Umum Daerah Provins dan Kabupaten/Kota
Tahun 2008 perlu ditetapkan dengan Peraturan presiden;

Mengingat :

1.
2.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 133,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4778);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERATURAN PRESIDEN TENTANG DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI DAN
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2008.

@

Pasal 1

Dana Alokas Umum terdiri dari:
a Dana Alokas Umum untuk Daerah Proving;
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b. Dana Alokas Umum untuk Daerah Kabupaten/K ota.

Jumlah keseluruhan Dana Alokas Umum Tahun 2008 ditetapkan 26% (dua puluh enam

persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008.

Propors Dana Alokas Umum untuk Daerah Provins dan Kabupaten/Kota ditetapkan

sebagal berikut:

a Untuk Daerah Provins sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah keseluruhan Dana
Alokast Umum sebagamana yang ditetapkan pada ayat (2);

b. Untuk Daerah Kabupaten/Kota sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah
keseluruhan Dana Alokast Umum sebagaimana yang ditetapkan pada ayat (2).

Pasal 2

Penghitungan Dana Alokass Umum untuk masing-masing Daerah Provins dan
Kabupaten/Kota dilakukan dengan menggunakan formula Dana Alokass Umum sesual
dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Dana Alokast Umum suatu Daerah Provins dan Kabupaten/K ota dialokasikan berdasarkan
formulayang terdiri atas celah fiskal dan alokas dasar.

Celah fiskal Daerah Provins dan Kabupaten/Kota dihitung dari kebutuhan fiskal dikurangi
dengan kapasitas fiskal masing-masing Daerah Provinsi dan Kabupaten/K ota.

Kebutuhan fiskal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan
perkalian antara total belanja daerah ratarata dengan penjumlahan dari perkaian
masing-masing bobot variabel dengan indeks jumlah penduduk, indeks luas wilayah, Indeks
Kemahalan Konstruks (IKK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Indeks Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita.

Kapasitas fiska daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penjumlahan dari
Pendapatan Adli Daerah dan Dana Bagi Hasll.

Dana Alokas Umum atas dasar celah fiskal dihitung berdasarkan perkalian bobot celah
fiska masing-masing Daerah Provins dan Kabupaten/Kota dengan jumlah Dana Alokas
Umum seluruh Daerah Provins atau Dana Alokast Umum seluruh Kabupaten dan Kota.
Dana Alokas Umum atas dasar dokas dasar dihitung berdasarkan jumlah ggi Pegawal
Negeri Sipil Daerah (PNSD) termasuk kenaikan gaji pokok, pemberian gaji bulan ke-13,
ggi bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dan termasuk Sekretaris Desa

Pasal 3

Daerah yang memiliki nilai celah fiskal lebih besar dari O. (nol), menerima Dana Alokas
Umum sebesar alokasi dasar ditambah celah fiskal.

Daerah yang memiliki nilai celah fiskal sama dengan O (nol), menerima Dana Alokas
Umum sebesar alokas dasar.

Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut lebih kecil dari
alokas dasar, menerima Dana Alokasi Umum sebesar alokasi dasar setelah diperhitungkan
nilai celah fiska.

Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut sama atau lebih
besar dari alokas dasar, tidak menerima Dana Alokas Umum.



Pasal 4

Q) Daerah yang mengalami penurunan alokasi Dana Alokass Umum Tahun 2008 sebesar 75%
(tujuh puluh lima persen) sampal dengan 100% (seratus persen) dari Dana Alokas Umum
Tahun 2007 dialokasikan Dana Penyeimbang Dana Alokast Umum, sehingga total besaran
alokas Dana Alokass Umum dan/atau Dana Penyeimbang Dana Alokas Umum menjadi
sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Dana Alokas Umum Tahun 2007.

2 Daerah yang mengalami penurunan aokasi Dana Alokast Umum Tahun 2008 lebih kecil
dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Alokas Umum Tahun 2007, memperoleh
Dana Alokas Umum sesual hasil dengan perhitungan berdasarkan formula.

Pasal 5
Perhitungan Dana Alokass Umum untuk 17 (tujuh-belas) daerah pemekaran dilakukan dengan
membagi secara proporsional dengan daerah induk berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah,
dan belanja pegawai.

Pasal 6
Rincian besarnya alokas Dana Alokast Umum Tahun 2008 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) untuk Daerah Provins dan Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran
Peraturan Presiden ini.

Pasal 7

Pelaksanaan penyauran Dana Alokas Umum kepada masing-masing daerah diatur lebih lanjut
oleh Menteri Keuangan.

Pesal 8
Peraturan Presiden ini mulai berlaku padatangga 1 Januari 2008.
Ditetapkan di Jakarta
padatanggal 6 Desember 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA



NOMOR 110 TAHUN 2007
TANGGAL 6 DESEMBER 2007

RINCIAN DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI DAN
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2008

(dalam ribuan rupiah)

NO DAERAH JUMLAH

I Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 557.327.156
1 Kab. Aceh Barat 303.463.871
2 Kab. Aceh Besar 407.951.536
3 Kab. Aceh Selatan 315.844.050
4 Kab. Aceh Singkil 161.827.728
5 Kab. Aceh Tengah 300.339.533
6 Kab. Aceh Tenggara 278.292.165
7 Kab. Aceh Timur 321.110.274
8 Kab. Aceh Utara 224.974.803
9 Kab. Bireun 381.776.850
10 Kab. Aceh Pidie 355.254.807
11 Kab. Simeulue 205.553.860
12 KotaBandaAceh 307.002.315
13 Kota Sabang 184.666.362
14 KotaLangsa 215.308.983
15 Kota Lhokseumawe 233.315.427
16 Kab. Nagan Raya 272.684.736
17 Kab. Aceh Jaya 194.370.094
18 Kab. Aceh Barat Daya 226.924.281
19 Kab. Gayo Lues 226.715.878
20 Kab. Aceh Tamiang 237.708.404
21 Kab. Bener Meriah 223.797.261
22 Kota Subulussalam 87.981.636
23 Kab. Pidie Jaya 124.563.256
[l Provins Sumatera Utara 727.910.822
1 Kab. Asahan 422.761.735
2 Kab. Dairi 327.408.429
3 Kab. Deli Serdang 779.762.110
4 Kab. Tanah Karo 395.779.328
5 Kab. Labuhan Batu 578.103.405



6 Kab. Langkat

7 Kab. Mandailing Nata
8 Kab. Nias

9 Kab. Simalungun

10 Kab. Tapanuli Selatan
11 Kab. Tapanuli Tengah
12 Kab. Tapanuli Utara
13 Kab. Toba Samosir

14 KotaBinjai
halaman 3 tidak ada
10 KotaBukit Tiggi
11 Kota Padang Panjang
12 Kota Padang
13 K ota Payakumbuh
14 Kota Sawahlunto
15 Kota Solok
16 Kota Pariaman
17 Kab. Pasaman Barat
18 Kab. Dharmasraya
19 Kab. Solok Selatan

v Provins Riau

1 Kab. Bengkalis

2 Kab. Indragiri Hilir

3 Kab. Indragiri Hulu

4 Kab. Kampar

5 Kab. Kuantan Singingi
6 Kab. Peldawan

7 Kab. Rokan Hilir

8 Kab. Rokan Hulu

9 Kab. Siak
10 Kota Dumai
11 K ota Pekanbaru

Vv Provinsi Riau Kepulauan
1 Kab. Bintan

2 Kab. Natuna

3 Kab. Karimun

4 Kota Batam

5 Kota Tanjung Pinang

583.480.637
394.434.140
393.414.349
639.593.433
528.954.580
290.589.335
338.051.601
252.143.902
276.422.519

236.403.814
192.699.289
624.642.086
234.690.661
186.839.398
205.820.702
222.102.582
305.576.071
246.604.954
213.109.223

198.375.199
389.699.955
250.954.258
244.763.763
291.388.945
195.626.393
201.064.732

94.441.796
344.111.454

288.884.858
108.583.054
200.573.387

192.930.742
188.537.170



